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DAERAHKOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2011 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,    
 

WALIKOTA  CIREBON, 
 
 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan 
yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan 
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Cirebon, keadaan yang 
menyebabkan pergeseran antar unit 
organisasi, antara kegiatan dan antar jenis 
belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih 
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan 
untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 
belanja maka perlu dilakukan Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011;  

 

  b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada 
huruf  a, Perubahan Anggaran  Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 
Anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah; 
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Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950              
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota 
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / 
Jawa Tengah / Jawa Barat dan dalam Daerah 
Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) 
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan 
Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia           Nomor 551); 

 

     2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983          
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia               
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008                      
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia                  
Nomor 4999); 
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 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985               
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1985                  
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997            
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia                   
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000                           
tentang Perubahan Atas Undang-Undang              
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia                    
Nomor 3987); 

 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999               
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia                  
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
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6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999                 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia                 
Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3854) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001                  
tentang Perubahan Atas Undang-Undang         
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); 

 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003               
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

 

  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004                 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004               
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

 

  9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004              
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004                
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004             
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004               
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang                       
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4844); 

 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004               
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia                  
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009               
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009               
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5043); 

 

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009              
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia                  
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia   Nomor 5049); 
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15.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011               

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia                 
Nomor 5234); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia                 
Nomor 4416), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007                    
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004                    
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia                   
Nomor 4712); 

 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia                
Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4513); 

 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 4574); 

 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 4575); 

 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia                 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010                
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 
tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577); 
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   24.   Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia                
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 
tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia                 
Nomor 4588); 

 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia               
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
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28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia                 
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4609), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008                    
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4855); 

 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia                          
Nomor 4614); 

 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia                  
Nomor 4693); 
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31.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia                
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia                  
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia               
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia                
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia                
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


